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KATAPENGANTAR 

Sudah diketahui bahwa scjak lama sudah banyak himpunan peraturan 
n1cngenai 

l
--Iukun1 Pcrkawinnn. '1Ctapi peraturan ini dihin1pun ten1ta111a 

sctclah berlakunya U ndang-Unclang No. 39 Tahun 1999 Tcntang Hak 

Asasi Manusia clan pcrbedaan pcnafsiran tcrhaclap Pasal 36 UlJ No. l I 
1974 Tentang Pcrkawinan, seticlaknya bcrkaitan dengan 3 (liga) ha!. 

Tiga hal dimaksucl adalah Asas kesetaraan jende1; Harta bcnda 
yang ch11ero!eh se!an1a ]Jerkcnvh1an, dan tcntang l)erkcnvinan bee/a 
agatna. 

Pe11ama, ten tang asas kesctaraan jencler. Pasal 31 ayal 3 U U  No. 11 

1974 Tcnlang Perkawinan, bcrbunyi sebagai bcrikut "Suami adalah 
Kepala Keluarga dan Istri !bu rumah tangga. " Aliansi kaum 

percn1puan Indonesia incnggugal kctcntuan ini. l)ikatakan tidak 

n1encer111inkan kcsctaraan Jendcr . 

.lika clihubungkan clengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 

(Tcntang llakAsasi Manusia) mcnurut hcmat pcnghimpun suclah tcrdapal 

asas kcsetaraan jenclcr dalam Pasal 31 ayal (3) lJU No. Ill 974 itu. 

Pasal 51 ayat ( l )  lJU No. 39/l 999, bcrbunyi sebagai berikut: Seorang 
istri selcuna dala111 ikatan }Jerkavvinan 1ne1n1Junyai hak dan tanggung 
jr.nvah yang scuna clengan sucnninya atas setn.ua ha! yang berkenaan 
dengan kehiclupan ]Jerka1vinannya, huhungan dengan anak­
anaknya, clan hak jJC111ih'/can 5;erta jJengelolaan harta hers(nna. 

Le bib lanjut jika dihubungkan dengan buclaya clan agama yang cliyakini 

olch maymitas masyarakat Indonesia ketcntuan clalam Pasal 31 ayat (3) 
UlJ No 1/1974 tersebut, dapal dikatakan sudah tepat. 

Scbagai contoh dapat clikcmukakan clalam masyarakat palrilineal, 

perempuan ditcmpatkan scbagai subordinal tcrhaclap laki-laki. Laki-laki 

lebih clominan dan menentukan daripada perempuan. 

Kcmudian menurut agama Kristen diyakini bahwa perempuan 

diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga laki-laki harus melinclungi 

kau111 percn1puan. Den1iklan pula dalan1 aga111a Islan1 pada u111un1nya 

diyakini bahwa laki-laki adalah pemimpin percmpuan. 

Kcclua, lcntang Barta Bcrsama. Pasal 36 ayat (I) U U  No. 1/1974 

tcntang pcrkawinan bcrbunyi: "Mengenai harta bersan1.c1 sucnni atau 
istri dapal bertindak alas persetujuan kcdua be/ah pi/wk. " 
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J(ata "dapat'' dalan1 pasal ini jika dibcri pcnafsiran gran1atikal bcrarti 

"dapat ia" dan "dapat tidak". Penafsiran ini 1ncrupakan penafsiran yang 

paling scdcrhana hanya inclihat clari scgi tata bahasa. 
Dengan demikian seorang suami dapat bertindak terhadap harla 

bcrsama dengan atau tanpa persetujuan istri dan scbaliknya. 

Penafsiran scpcrti ini bertcntangan clengan putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 443 K/l'dt/1984, tanggal 26 September 1985 clan 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 3272 K/Pdt/ 1987, 

tanggal 29 Juni 1989 (lihat Sudargo Gautama: !limpunan Jurisprudensi 
Indonesia, Jilid 7 clan Jilid 14, Bandung: Citra Aditya Bakli, 1993 dan 

1995, halaman 3 89 dan 427). 
Kcdua putusan MahkamahAgung ini mencntukan bahwa: baik dalam 

ha! pembebanan maupun penjualan milik harta bersama harus rncndapat 

persetujuan dari pihak istri. 

Lagipula jika dilakukan pcnafsiran gramatikal terhaclap Pasal 3 6  ayat 

( 1) UU No. 1/ 1974, berlentangan dengan asas kcmanfaatan bagi 

masyarakat dan Pasal 5 1  ayat (1) dan ayat (3)  UU No. 39/ 1999 (Tcnlang 

Bak Asasi Manusia). Seharusnya digunakan penafsiran sosiologis 
(teleologis) scbagaimana dapal dilihat dari kedua putusan Mahkamah 

Agung terscbut. Penafsiran sosiologis adalah pcnafsiran yang sesnai 

dcngan tujuan sosial dari Undang-Undang itu. 
Dapat ditambahkan pula bahwa Pasal 92 Kompilasi Huknm Islam, 

berbunyi, sebagai berikut: Suami atau istcri tanpa pcrsetujuan pihak lain 

tidak diperbolehkan menjual atan meminclahkan harla bersama. 

Ketiga, tentang perkawinan becla agama. UU No. 1/1974 tenlang 

perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hanya dikatakan, 
Peraturan Perkawinan Campuran, Stb. 1898 No. 158, sudah tidak bcrlaku. 

Oleh karena itu masalah pcrkawinan beda agama sampai saal ini masih 

memunculkan perbedaan pendapat. Apalagi dikaitkan dalam Konteks 
HAM, terutama setelah berlakunya UU No. 39  Tahun 1999 Tenlang 

Hak Asasi Manusia. 
Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999, memberikan 

pengc1tian diskriminasi yaitu sctiap pembatasan, pelecchan atau pcngucilan 

yang langsung, ataupun tidak langsung clidasarkan pada pcmbedaan 
rnanusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status 

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, kcyakinan, politik, yang 

berakibat pcngurangan, penyimpangan atan penghapusan, pengakuan, 
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pclaksanaan at au pcnggunaan I-I ale Asasi Manusia dan kcbcbasan dasar 

dalam kchidupan baik individual maupun kolektifdalam bidang politik, 
ckonomi, hukum, sosial, budaya clan aspek kehiclupan lainnya. 

Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 clan 2 Deklarasi Umum tentang Hak­
Hak Asasi Manusia (DUHAM) bcrbunyi scbagai berikut: 

(I) Orang-orang clcwasa baik pria maupun wanita dengan tidak dibatasi 

kebangsaan, kcwargancgaraannya atau aga1na berhak untuk n1encari 

jocloh dan untuk membentuk kcluarga. Mereka mempunyai hak yang 
sama dalam soal pcrkawinan di dalam pcrkawinan clan di kala 

perccraian. 

(2) Perkawinan hams dilakukan hanya dengan cam suka sama suka dari 
kedua mcmpelai, 

(3 ) Dan seterusnya. 

Di lain pihak hukum lslam melarang sccara mutlak perkawinan an!ara 

scorang wanita n1uslin1 dcngan pria non-111usli1n. 
Kemuclian Pasal 44 Kompilasi Hu!wm Islam bcrbunyi: Seorang 

ivanUa Jslcun dilarang nielangsungkan 11erkavv;na11 dengan seorang 
JJria )Hl-ng lillak berag;an1a ls!atn. 

Masih dalam konteks ini, Pcnjclasan Umum UU No. 3 9  Tahun 1999, 

alinea kctiga, antara lain mencgaskan, Kebcbasan setiap orang dibatasi 

oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban 
kewajiban mengakui clan menghormati hak asasi orang lain. Kesimpulan­

nya inasalah perkawinan bcda aga1na inasih 111erupakan persoalan k1usial. 

Sclanjutnya himpunan ini dilengkapi pula dcngan Peraturan 

Pernndangan I-Iindia Blanda yang berkaitan dengan sejarah berlakunya 
1-Iukum Perdata di Indonesia. 

Pembagian tiga golongan penduduk scbagaimana dikcnal dalam Pasal 

163 LS. adalah merupakan lanjutan dari Pasal 6 s/d. 10 A.B, Pasal 10 9 

R.R. lama dan Pasal 10 9 R.R. barn. 
Naskah R.R. lama scbagaimana yang diundangkan melalui Stb. 1855 

nomor 2 ,  tidak ditemukan oleh Pcnghimpun, yang ada dalam Himpunan 

ini ialah R.R. 1894 s/d. 1897. 
Pasal 13 1 LS., yang mernpakan lanjutan dari Pasal 11dan 12 AB, 

Pasal 75 RR lama dan Pasal 75 RR barn yang membcrlakukan hukum 
yang bcrbeda-beda terhadap ketiga golongan ini. 

U ntuk golongan Eropah berlaku Hukum Eropah (KUH Perdata). 
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Untuk golongan TimurAsing bcrlaku HukumAclal. Untuk golongan Bumi 
Putcra berlaku I-lukum Adal. 

Melalui Stb. 1855 nomor 7 9, untuk golongan Timur Asing clinyatakan 

berlakunya l(itab lJndang-Undang l-Iuku111 Perdata, sepanjang n1cngcnai 
Hukum Ha1ta Kckayaan clan Waris teslamenler. Keaclaan ini berlaku 

sampai 1 Mei 1919. 

Kemudian dalam perkembangannya untuk golongan Timur Asing 
Tionghoa, melalui Stb. 1 917 no. 12 9, ber!aku langgal 1 Mei 1 91 9, 

dinyatakan berlakn hampir seluruh Kitab Undang-Unclang 1-Iukum Perdata. 
Bagaimana nntuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa clan golongan 

Bumi Pulera? Stb. 1 917 nomor 12 (Lcmbaga Penundukan Sukarela), 

membcri kemungkinan untuk: 

1. tunduk dengan sukarela kepada seluruh Hukum Perdata Baral (Pasal 
J-17), 

2. tunduk dengan sukarela kepada scbagian Hukum Pcrclata Barnt 
(Pasal 18-25), 

3. tunduk dengan sukarela kepada I-Iukun1 Pcrdata Barat, inengcnai 

suatu tindakan hukum tcrtentu (Pasal 26 28), 

4. pcnundukan secara diam-diam (Pasal 2 9). 

J(etentuan-ketentuan ini 111asih dianggap relevan, karcna tcrnyata 

dalam bidang Hukum Perkawinan clan !Iukum Waris, pembagian golongan 

penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 I.S. jo. 131 I.S. masih 

diakui clan dipertahankan (Pasal 37 UU Perkawinan, UU No. 1/1974). 

Bahwa dcngan bcrlakunya UU Kcwarganegaraan, No. 12/2006, untuk 
masa yang akan datang, pembagian golongan penduduk ini tidak akan 

dikcnal lagi. 

Semoga bennanfaat. 

Bandung, M ci 2008 

Penghimpun 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1TAHUN1974 

TENTANG 

PERKAWINAN 

DENGANRAHMAT TUH ANYANGMAHAJ<�A 

Presiden Republik Indonesia, 

Menimbang: 
bahwa se.suai dcngan falsafah Pancasila scrta cita-cita untuk pc1nbinaan 
hukum nasional, pcrlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang 

berlaku bagi sctnua warga negara. 

Mengingat: 

J. Pasal 5 ayat (!),  Pasal 20 ayat (I), Pasal 27 ayat ( I) dan Pasal 29 

Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Kctctapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/I 973. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG IBNTANG PERKAWINAN. 

BAB I 

DASARPERKAWINAN 

Pasal 1 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 1ne1nbentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal bcrdasarkan Ketuhanan Yang 
Mahaesa. 



Pasal 2 

(I) Perkawinan adalah sah1 apabila dilakukan 1nenurut huku1n 111asing­

n1asing aga1nanya dan kepercayaannya ilu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan pcnmdang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) r'ada azasnya dala1n suatu perkawinan seorang pria hanya bolch 
1nen1punyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 1nen1punyai 

seorang sua111i. 
(2) Pengadilan, dapat membcri izin kcpada scorang suami untuk bcristcri 

lcbih dari seorang apabila dikehcndaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Pasal 4 

(I) Dalam ha! seorang suami akan bcristeri lebih dari scorang, 
sebagaimana tersebul dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 
n1aka ia wajib 1nengnjukan pcrn1ohonan kcpada I)cngadilan di dacrah 
te1npat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (I) pasal ini hanya memberikan izin 
kcpada seorang suami yang akan beristeri lcbih dari seorang apabila: 
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya scbagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(I) Untuk dapat mengajukan pcrmohonan kepada Pengadilan, 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) Undang-undang ini, 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. adanya pcrsetujuan dari isteri/istcri-istcri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu mcnjamin keperluan­

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri­

isteri dan anak-anak tnereka. 
(2) Pcrsetujuan yang dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/istcri-istcrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
pe1janj ian, a tau apabila tidak ada kabar dari isterinya sela1na sckurang-

2 



kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mcndapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

BAB I I  

SYARAT-SYARATPERKAWINAN 

Pasal 6 

(]) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua cal on mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan pcrkawinan scorang yang belum rnencapai 
urnur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam ha] salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
1nasih hidup atau dari orang tua yang 1nan1pu 1nenyatakan 

kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis kcturunan lurus keatas selama mcreka 

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara 1nereka ticlak 1nenyatakan pcndapatnya, 1naka Pengadilan 
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 
(3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (I) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

(I) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai urnur 16 
(enam belas) tahun. 

(2) Dalam ha! penyimpangan terhadap ayat (I) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
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• 

' 

kedua orang tua pihak pria 1naupun pihak wanita. ';j 
(3) Ketcntuan-ketcntuan 1nengenai keadaan salah seorang atau kedua :� 

' 

orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, 0l 
berlaku juga dalam ha! pennintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal :i­
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). • 

Pasal 8 j 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 'j 

' 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun I 
1 

keatas; 
-, 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara nencknya; 

c. berhubungan semenda, yaitu me1tua, anak tiri, me nan tu dan ibu/bapak 
tiri; 

d. berhubungan susuan1 yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi/paman susuan; 

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemcnakan 
dari isteri, dalam hal seorang suami beristcri lcbih dari seorang; 

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraluran lain yang 

berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang J;�in dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka 
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, scpanjang hukum masing­
masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

Pasal 11 

( 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
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Pasal 12 

'fata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang­
undangan lersendiri. 

BAB III 

PENCEGAHANPERKAWINAN 

Pasal 13 
Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan pcrkawinan. 

Pasal 14 

(I) Yang dapal mencegah perkawinan ialah para kcluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, 
pengampu dari salah seorang calon mempelai clan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
(2) Mereka yang tersebut pada ayal (I) pasal ini berhak juga mcncegah 

berlangsungnya perkawinan apabila salah scorang dari calon mempclai 

bcrada di bawah pengampuan, sehingga dengan pcrkawinan tersebut 
nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang 

lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang scpcrti 

tersebut dalam ayal (I) pasal ini. 

Pasal 15 

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikal dengan salah 
satu dari kedua belah pihak clan atas dasar masih adanya pcrkawinan, 
dapat mencegah perkawinan yang barn, dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 16 

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila ketcnluan-ketenluan dalam Pasal 7 ayat (I), Pasal 
8, Pasal 9, Pasal I 0 clan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. 

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (l) 
pasal ini diatur lebih lanjul dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

(I) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
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